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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010

TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang

ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antara

Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah

Armenia telah disepakati untuk memberlakukan

kebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepada warga

negara Armenia bagi pemegang paspor kebangsaan

berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan

tidak menimbulkan gangguan keamanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun

2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan

Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang

Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR

M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA

KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah

beberapa kali diubah dengan :

a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun

2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun

2010 tenang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010
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tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957);

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 387);

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825);

h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010

tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321),

diubah dengan menambah negara Armenia dalam daftar

warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat

kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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